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<b>ABSTRAK</b>

Tesisini membahas dua permasalahan utama. Pertama, Bagaimanakah pengaruh atau dampak Perjanjian
Integrasi Vertikal terhadap pasar menurut hukum persaingan usaha di Indonesia? Kemudian yang kedua,
Bagaimanakah Putusan KPPU Tentang perjanjian Integrasi Vertikal di Indonesia menurut Undang - Undang
nomor 5 tahun 1999 ?, dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif,
dengan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengruh dari perjanjian integrasi vertikal itu sendiri,
bahwa Hukum persaingan usaha memandang Integrasi Vertikal sebagai perjanjian yang dilarang. bertujuan
menguasal produksi barang atau jasa tertentu, dalam pelanggaran integrasi vertikal ini menggunakan
pendekatan rule of reason karena integrasi vertikal ini mempunyai dampak ? dampak atau pengaruh
terhadap persaingan usaha ataupun sebaliknya yang merugikan pelaku usaha lain. kemudian ada terdapat
perbedaan putusan yaitu putusan Perkara Nomor: 01/K PPU-L/2003 Garuda Indonesia dan Abcus Indonesia,
dan putusan Putusan Nomor.05/KPPUL/ 2002 Grup 21 Cineplax dengan pelapor, dalam penelitian ini yang
melihat sisi pembeda selanjutnya dilanjutkan dengan adanya meminta pendapat ke KPPU yaitu Nomor
20/K ppu/Pdpt/Vi/2014 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Buana
Distrindo Oleh PT Indofood Asahi Sukses Beverage, terkait perjanjian integrasi vertikal.

Dengan hasil penelitian bahwa banyak pandangan KPPU tidak meluas dengan adanya tindakan integrasi
vertikal melihat dari unsur- unsur pasal 14 integrasi vertikal itu sendiri dampak dan akibat nya. Setelah
melihat perbedaan kasus garuda yang terbukti bersalah dengan kasus grup 21 cineplax yang dinyatakan
tidak terbukti melanggar pasal 14 integrasi vertikal. Maka dari itu perlu penyempurnaan dari UU NO.5
Tahun 1999 dengan aturan yang tegas dan jelas meluas sehingga dapat bias dilihat jelas melanggar atau
tidaknya, sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian Negara.
<hr><i><b>ABSTRACT</b>

This thesis addresses two main issues. First, What is the effect or impact of Vertical Integration Agreement
to market under competition law in Indonesia? Then the second, How the Commission Decisions About
agreement Vertical Integration in Indonesia according to Act - Act No. 5 of 19997, In a study conducted
using normative juridical, with the goal of this study was to determine pengruh of agreement vertical
integration itself, that Law Vertical Integration regard competition as a prohibited agreement. aims to master
the production of certain goods or services, in violation of this vertical integration using arule of reason
approach because it has the effect of vertical integration - the impact or effect on competition or otherwise
harm other businesses. then there are differences in ruling that the decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2003
Abcus Garuda Indonesia and Indonesia, and the decision of the Decision Nomor.05 / KPPU-L / 2002 Group
21 Cineplax with the complainant, in this study to see the next differentiator continues with requesting the
opinion to the Commission, ie No. 20/ KPPU / PDPT / Vi / 2014 About Notification Takeover Shares
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(Acquisition) of PT Buana Distrindo by PT Indofood Sukses Asahi Beverage, related to the vertical
integration agreement.

With the result that many view the Commission's investigation did not extend to the act of vertical
integration of elements see chapter 14 vertical integration itself of itsimpact and consequences. After seeing
the difference eagle convicted cases with 21 cases cineplax group declared not proven to have violated
Article 14 of vertical integration. Thus the need refinement of the Law NO.5 1999 with strict rules and
clearly extends so as to bias seen clearly violated or not, so that legal certainty and benefits to society and
the economy of the State.</i>



